BAB 11
PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN

HARTA WAKAF
A. Wakaf
1. Pengertian wakaf

Katawakaf berasal dari bahasa Arabwagf bentuk masdar dari
W, - gy - ad 5 (wagafa-yagifu-wagfan Kata al-waqf semakna dengan
al-habsyang merupakan bentuk masdar ¢lag — s> — s (habasa-
yahbisa-habsan)yang berarti menahdn.

Dalam hukum figh, istilah tersebut berarti meny&eahsuatu hak
milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang radair (penjaga
wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelolgadeketentuan
bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hajdray sesuai
dengan ajarasyari‘ah Islam?

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukumalsl, Pasal
215 dan Pasal 1 huruf ¢ PP No. 28/1977 mendefamsikakaf adalah
perbuatan hukum seseorang atau kelompok orangbadan hukum
yang memisahkan sebagian dari benda miliknya ddemimgakannya
untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah &aenkingan umum

lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

! Muhammad Yunus,Kamus Arab-Indonesja Jakarta: Yayasan Penyelenggara
Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an R.1, 1993, h. 505.

2 Harun NasutionEnsiklopedia Islam Indonesi®jambatan: IAIN Syarif Hidayatullah,
t.th, h. 981.

16



17

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat klitessimpulan,

bahwa wakaf meliputi :

Harta benda milik seseorang atau kelompok

 Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidakish apabila
dipakai

» Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemyikn

 Harta yang lepas kepemilikannya tersebut tidak hikabahkan,
diwariskan atau diperjualbelikan

* Manfaat dari harta benda tersebut adalah untukntigygan umum
sesuai dengan ajaran agama Islam.

Di Indonesia sampai dengan sekarang masih terdagraagai
perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengattang masalah
perwakafan tanah milik. Seperti yang termuat datamRu Himpunan
Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanataterbi

Departemen Agama Republik Indonesia, maka dapakudkbn
inventarisasi sebagai berikut :

a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan

b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 SepteribBén
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, P4Sahyat (1)
memberikan isyarat bahwa “Perwakafan tanah milllndlingi dan

diatur dengan peraturan pemerintah”.

% Suparman Usmamjukum Perwakafan di Indonesidakarta: Darul Ulum Press, 1999,
h. 132.
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c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1961 tanggalub® 1963
tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapahpdayai
Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 Tah®63 ini
adalah sebagai suatu realisasi dari apa yang diudakeh Pasal 21
ayat (2) UUPA yang berbunyi “Oleh pemerintah dipen badan-
badan hukum yang dapat mempunyai hak milik daresy@asaratnya”.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978tatey
Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya PendaftaraahTantuk
Badan-Badan Hukum

e. Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D 11/5/Ed1880 tanggal
15 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai yangeMakan Jenis
Formulir Wakaf Mana yang Bebas Materai dan Jenisnkbr Mana
yang Dikenakan Materai dan Berapa Besar Bea MatgzAi

Al-Qur'an tidak membahas secara spesifik dan teggadang
wakaf. hanya saja, karena wakaf itu merupakan sakth bentuk
kebajikan melalui harta benda, maka para ‘ulamamamahami bahwa
ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfadiarta untuk
kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakafreda itu, dalam
kitab-kitab figh ditemukan pendapat yang mengatakahwa dasar

hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.

* Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indoenesia dalam Teori dan Riakakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 26.
® Helmi Karim,Figh Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 103.
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2. Dasar Hukum Wakaf
A. Dasar Hukum Wakaf Yang Bersumber Dari Nash
Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-Quran ds-
Sunah, namun makna dan kandungan wakaf terdapamddua
sumber hukum islam tersebut. Didalam al-Qur’anngemenyatakan
konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan temt@ma
harta (infag) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits
sering kita temui ungkapan wakaf denghabs (tahan). Semua
ungkapan yang ada di al-Qur'an dan al-Hadits semegan arti
wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil asamya tanpa
musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubata ser
dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah Sweh para
ahli figh dipandang sebagai landasan perwak&fan.
Dalil yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf addi&am
al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 92 :
S0 %R0 O SN @a e B-AMwa Oxxe & IT+w
s 4440 >MNARIN. P 0008 BHO>00HACD =
AForde OQRXEee WAGGTE* TN0E BHXUO200ACD =
SHORNEHEN DY OR
Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada &ktian sebelum

kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cihtai.”
(Q.S. Ali Imron: 92)

® Departemen Agama RPedoman dan Pengelolaan Wakiakarta: Dirjen Bimas dan
Pemberdayaan Wakaf, 2006, h. 31.

" Departemen Agama R.AI-Qur'an dan Terjemahnyalakarta: CV. Indah Press, 1996,
h. 91.
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Dalam ayat tersebut di atas, terdapat perkataanfiqun
mimmaa tuhibbunimenafkahkan sebagian harta yang kamu cintai).
Maksudnya adalah mewakafkan harta yang kamu dintai.

B. Dasar Hukum Wakaf yang Bersumber dari Hadits
a) Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imamshin

dari Abu Hurairah :

b 3:06 uy el & Lo ) sy 31w A ) 508 o e
Jjjfgcég;ir_l&jdg)br Bho C)Ww‘glwcb_&lf:fdi
9
(s 0lg)) 4 so 2L

Artinya: “Apabila manusia mati, maka putuslah senamal
darinya, kecuali tiga hal, yaitu shadaqgah jariylthy
yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan
orang tuanya”. (H.R. Muslim).

Adapaun penafsiran shodagah jariyah dalam hadgshat

adalah

Cibll b i A Bl sldall s Y Gl OL (3655

Artinya: “Hadits tersebut dikemukakan di dalam Bakakaf,
Karena para ‘Ulama menafsirkan shodagah jariyah
dengan Wakafib

b) Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imarasin

dari Ibnu Umar :

105 o) Wi gl Al e o 52 st o B Wi
Lol Dlol Gl jae O Ligie ) o) jos ) oo @b Gl
Al A sl JB L opaling ooy ale A Lo ) B s
O JB a4 gl e e il b8 Yo ol | o)l ool

8 Asmuni A. Rahmani)mu Figh I1I, Jakart: DEPAG RI., Cet. |, 1986, h. 207.

° Ibn Hajar Al 'AsqgolaniBulugh Al Marom Semarang: Toha Putra, t.th., h. 191.

1© Departemen Agama R.Perkembangan pengelolaan wakaf di Indoneghrjen
Pemberdayaan Wakaf dan Bimas, 2006, h. 61.
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Yo tle ¥ ol jee g Baas JU s cdbay Lol cons c2s

ly Al e B9 SN By A By sLA 3 8 Bty Sy Vg g

ey Sall L ST 0T Ly o0 ol ¥ Caally Jond)

(Sl el Yo Bl b JU e ool 4 2o JB Jgaze 28

Artinya : " Telah mengabarkan kepada kami Quthalbalaid,
telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin
Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita
Ibnu ‘Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadak
Nafi’ dari lbnu Umar r.a. bahwasannya Umar lbnu
Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar,
lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta
nasihat tentang harta itu, ia berkata : “Ya Ratall
sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di
Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah
seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang
tanah itu ?”. Rasulullah SAW menjawab : “Jika
engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan
bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar
:Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa
tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan
diwariskan. la menyedekekahkan hasil harta itu
kepada vyang fakir, kepada kerabat, untuk
memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang
terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang
yang mengurusnyanédzir) memakan harta itu secara
patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari
kekayaan”. (H.R. Bukhori)*!

Itulah antara lain dari beberapa dalil yang mengasar
hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islamlai&kita
lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnymksanakan
wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realibasiah
kepada Allah Swt melalui harta benda yang dimilfginyaitu
dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingag lain.

Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istigh, yaitu

Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrah bin Mughiroh, Shahih
Bukhori Juz 1) Darul Fikr, 2005, h. 124.
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menahan harta atau membekukan suatu benda yand keka

dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimardaatk

jalan kebaikan oleh orang laif.

Dengan demikian, wakaf dapat peneliti artikan sabag
suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yhggnakan
untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridreh/Awt
dan setelah benda tersebut diwakafkan maka bendabte
sudah tidak ada di tangan wagqif dan disyaratkardderang
diwakafkan tersebut adalah benda yang jelas.

c) Sumber Hukum yang Bersumber dari Hukum Positif

Dasar hukum yang bersumber dari hukum positif antar
lain adalah :

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang teytpada
Pasal 1 ayat (1). Wakaf adalah perbuatan hukunosesg
atau badan hukum yang memisahkan sebagian daa hart
kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembaggka
untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

3. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1). Wakahlak
perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan

hukum yang memisahkan sebagian dari benda milikiaya

12 shadiq Kamus Istilah Agamalakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, h. 379.
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melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepanting
ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengaanaj

Islam.

3. Syarat dan Rukun Wakaf
Untuk dapat dikatakan sebagai wakaf, maka harus emem
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
A. Wagqif (<l5)
Wagif adalah orang atau orang-orang atau badannmuang
mewakafkan benda miliknya (KHI Pasal 215 ayat {1)).
Adapun wagqif harus memenuhi syarat-syarat sebauyeiub :
a) Cakap berbuatabarru‘. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia
bukan muslim’
b) Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar
c) Kehendak sendiri. Tidak sah apabila dipaksa
d) Telah mencapai umur dan cakap
e) Pemilik sah dari barang (benda) wakaf
B. Mauquf .585)
Mauquf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakafahd

segala benda, baik benda bergerak atau benda liglglerak yang

13 Departemen Agama R.Kompilasi Hukum IslamDirjen Bimas dan Penyelenggara
Haji, Jakarta: 2004, h. 213.
4 Sulaiman Rasjidkigh Islam Bandung : Sinar Bari Algeisindo, 1997, h. 341.
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memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekdlapserta bernilai
menurut ajaran Islarf.
Adapun syarat-syarat mauquf adalah sebagai berikut

1) Benda wakaf dapat dimanfatkan untuk jangka panjadak sekali
pakai

2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau bamldum

3) Hak milik wagif jelas batas-batas kepemilikannyaam itu benda
wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pamdoeb
ikatan, sitaan dan sengketa

4) Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpatka
kepemilikannya

5) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelarik manfaat
yang lebih besar

6) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkatau
diwariskan

C. Mauquf ‘alaih
Mauquf ‘alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memgleh

manfaat dari peruntukan harta benda wakaf seseaiyataan

kehendak wagif yang dituangkan dalam Akta Ikrar W&k

Seharusnya wagif menentukan tujuan ia mewakafkata Hzenda

miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk mieng

keluarganya sendiri, untuk fakir miskieabilillah dan lain-lain, atau

15 Departemen Agama R@p. Cit,h. 213.
16 Kemetrian Agama RIHimpunan Peraturan perundang-undangan Tentang Wakaf
Dirjen Bimas dan Pemberdayaan Wakaf, 2011, h. 46.
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diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama &d&élahwa
wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yjatag, syarat
dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencdhaiAllah Swt dan
mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa wdtdna ibadah
murni, seperti pembangunan masjid, mushala damfresaatau juga
dapat berbentuk sarana sosial keagamaan lainnyg lgdih besar
manfaatnya. Oleh karena itu, tujuan wakaf tidala liggunakan untuk
kepentingan maksiat atau membantu, mendukung damungkinkan
peruntukan untuk tujuan maksiat.
D. Sighat atau Ikrar/Pernyataan Wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak wagqif yang divmaygecara
lisan atau tulisan kepadmadzir untuk mewakafkan harta benda
miliknya.!” Sighat harus dinyatakan dengan tegas baik seisma |
maupun tulisan. lkrar wakaf adalah tindakan hukuamgy bersifat
deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak diperlukan aaga gabul
(penerimaan) dari seseorang yang menikmati mardaat wakaf
tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum daniasirasi, guna
menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemermeatgeluarkan
peraturan perundang-undangan yang secara organikgatue

perwakafan.

7 | bid
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E. NadzirWakaf atau Pengelola Wakaf

Nadzir Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari
wakif untuk dikelola sesuai dengan peruntukanfigasuai dengan
tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat denda wakaf,
maka kehadiramadzir sangat diperlukan. Untuk menjadi seorang
nadzir haruslah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut
1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum

mukallafsehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.

2) Memiliki  kreatifitas. Ini didasarkan kepada tindakayang

mempunyai ide kreatifitas tersebut.

4. Tujuan dan Fungs Wakaf

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wsdsdali
dengan tujuan wakaf, yakni untuk kepentingan peribadatan dan
keperluan lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungfisgyaimana mestinya
maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lanianya.

Perwakafan tanah milik yang diatur dalam PeratuRemerintah
Nomor 28 Tahun 1977 dapat kekal sesuai dengandafatperwakafan
dalam ajaran agama Islam, di samping itu tanah yapgt diwakafkan
adalah tanah hak milik. Menurut pasal 20 Undangangd Pokok

Agraria, hak milik adalah hak turun-temurun, tettkdan terpenuh yang

18 |bid

19 Abdul Manan dan M. Fauzan (ed€)okok-Pokok Hukum Perdata Wewenang
Peradilan AgamaJakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 123.

20 Mohammad Daud AliSistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakkgfkarta : Ul Press,
1988, h. 105.
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dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingiantkan dalam
pasal 6, yaitu semua hak atas tanah mempunyaiifsosjal*

Selain itu juga dalam pasal 2 menyebutkan , batungsi wakaf
adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai meng=an wakaf,

yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya gurenkiegan ibadah

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajdean {ps. 215%°

B. Nadzr

1

Pengertian Nadzr

Katanadzir secara etimologis berasal dari dari kata kidgazara-
Yandzuruyang berarti menjaga dan menguftiDalam kitab figih,
masalahnadzir ini dibahas dengan judul “al-Wilayat ‘ala al-Wagqf”
(penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terheadab). Orang
yang diserahi kekuasaan atau diberi tugas untulgavessi harta wakaf
itulah yang disebuhadzir atau mutawalli®* Dengan demikiamadzir
berarti orang yang berhak untuk bertindal atasahaskaf, baik untuk
mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikail harta wakaf
kepada orang yang berhak menerimanya.

Kata 555 yang bentuk jamaknya mempunyai arti pihak yang

melakukan pemeriksaan atau pihak yang memerikstu simyek atau

2 Lihat pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 196@atenPeraturan Dasar Pokok

pokok Agraria.

492.

22 Ahmad Rofigq,Hukum Islam di Indonesialakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h.

% Departemen Agama R.Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wdkéfrta:

Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Prayekingkatan Pemberdayaan Wakaf,
2004, h. 81.

4 said Agil Husin al-Munawahukum Islam dan Pluralitas Sosjalakarta: Permadani,

2004, h. 151.
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suatu hal yang berkaitan dengan obyek yang adandadaneriksaan itu.
Di dalam kamus bahasa Arab-Indonesia juga disebubk@hwa kata
nadzir berarti melihat, memandang, melihat kepZd&ecara umum
tanggung jawalmadzir adalah mengelola, mendayagunakan, mengawasi,
memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dgatgn orang atau
pihak lain yang ingin mengaburkan menghilangkarethyakaf.
Sedangkamadzir menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 adalah kelompok orang atau badan hukum yaseratii tugas
pemeliharaan dan pengurusan benda wakisfdzir adalah orang yang
mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil yksidya dan
membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada parstahiq serta
membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yarak trdungkin
disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkintasipakecuali dengan

keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

Dasar Hukum Nadzr

Meskipunnadziradalah salah satu unsur pembentuk wakaf, namun
al-Quran tidak menyebutkan dengan jelas mengewaizir, bahkan
untuk wakaf sendiri al-Quran tidak menerangkanas&cjelas dan
terperinci. Di dalam hadits Rasulullah Saw yangadiyatkan oleh Imam

Muslim dari Ibnu Umatr :

25 |
Ibid.
% Departemen Agama Rkompilasi Hukum Islam, Op. Cih. 213.
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Artinya : "Telah mengkabarkan kepada kami QuthaibahSaid, telah

mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-
Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu ‘Auréliau
berkata: telah bercerita kepadaku Nafi’ dari Ibnmad r.a.
bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian asebid
kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAWukn
meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : Réasulullah,
sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanahailpa¢
yang aku belum pernah memperoleh tanah sepertiaja,
nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu ?”. &kdul
SAW menjawab : “Jika engkau mau, wakafkanlah tamah
dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu tiiaka
Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanatidak
boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. la
menyedekekahkan hasil harta itu kepada yang fakpada
kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Adledng
yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi ooaagg yang
mengurusnya n@adzi) memakan harta itu secara patut atau
memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan’R.(H.
Bukhori)" 2’

Dari Penjelasan hadits diatas praktik sahabat Ubraial-khattab
kala mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang it sebaganadzir
semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelolaan waabhkan kepada
putrinya hafsah. Setelah itu ditangani oleh Abdullan Umar, kemudian

keluarga umar yang lain dan seterusnya berdasaratwlisnar. Ini

27 Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrah bin Mughiroh,Op. Cit h.
124.
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membuktikan bahwaadzir sangat diperlukan untuk berhasilnya tujuan
wakaf?®

Nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah
pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wadiilkudikelola dan
dikembangkan sesuai dengan peruntukafdhiadzir adalah orang yang
mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil yksidya dan
membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada parstahiq serta
membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yarak trdungkin

disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkintasipakecuali dengan

keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

3. Jenisjenisdan Syarat-syarat Nadzr

Pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepadalzir, yaitu
sekelompok orang atau badan hukum yang diserabstpgmeliharaan
dan pengurusan benda wakaf. Sebagaimana telalahlikdtigashadzir
sebagai pengelola, pemeliharaan, serta pengurubeatata-benda wakaf
yang diserahi oleh waqif, makaadzir harus dapat mengelolanya
semaksimal mungkin supaya tercapai manfaatnya.

Dari rumusan pengertiamadzir tersebut di atas, bahwa yang dapat
ditunjuk sebaganadzir adalah harus berbentuk kelompok perorangan

maupun badan hukum.

% Muhammad Rawas Qol'ah Jaylausu’ah Figh Umar ibn KhattgbBeirut: Dar al-
Nafais, 1409 H/ 1989 M, h. 878.
% Undang-Undang No. 41 Tahun 200dntang WakafPasal 1 Ayat (4).
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A. NadzirPerorangan
Nadzir yang terdiri dari perorangan harus merupakan suatu
kelompok atau suatu pengurus sekurang-kurangnya digng
salah seorangan diantaranya menjadi ketua. Junmiatizir
perorangan dalam suatu desa ditetapkanrsatair. Jumlahnadzir
perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebaaygkknya
sejumlah desa yang terdapat di Kecamatan tersebut.
Ketentuan ini mengisyaratkanbahwa sistem peraturan
perundang-undangan di negara kita tidak mengematidak pula
memperkenalkan adanyaadzir yang berbentuk dan bersifat
perorangan secara pribadi, yang banyak terjadi asanmiampau.
Ketentuan ini selain dimaksud untuk lebih mensukesesadzir di
dalam menunaikan tugas dan kewajibannya, juga untuk
1. Menghindari terjadinya manipulasi atas harta wakdéh
perorangan.

2. Menghindari perselisihan di kemudian hari.

3. Memudahkan koordinasi serta bimbingan beagizir*°
Para fugoha telah menentukan beberapa syarat baailzir
(pengelola wakaf), diantara syarat itu ada yangimieumkan
perbedaan pendapat ada yang disepakati. Adapuat-syarat

itu adalah*

%0 Abdullah Gofay Nadzir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wdkégrta: Al-
Hikmah, Mimbar Hukum No. 41 Tahun X, 1999, h. 28.
3 Muhammad Abid Abdullah Al-KabisiOp. Cit., h. 461-476.
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1) Berakal
Syarat ini disepakati oleh parugoha untuk sahnya
perwalian. Jadi tidak sah perwalian orang gila.
2) Dewasa
Menjadi kesepakatan pafagoha bahwa nadzir harus
dewasa, sehingga hak perwaliannya dianggap sah dan
ucapannya dapat dipertanggungjawabkan, sebab ntenuru
mereka hak perwalian menuntut syarat ketelitianiaatidak
bisa dilaksanakan kecuali orang dewasa.
3) Adil
Para ‘ulama mendefinisikan adil dengan bermacam-
macam definisi yang berbeda-beda secara lafalpitsttu
dalam makna. Mereka berupaya menjelaskan maksud adi
dengan sejelas-jelasnya, sehingga dapat dipahaoarase
mudah.

Hal itu tampak dari definisi mereka berikut ini :

» ‘Ulama Syafi'iyah mendefinisikan adil dengan meifjau
dosa besar dari berbagai macam tindakan seperti
membunuh, berzina, makan riba dan meninggalkan dosa
dosa kecil.

» ‘Ulama Hanafiyah sepakat dengan Imam Abu Hanafi

bahwa keadilan seseorang cukup diketahui dari
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keislaman dan dikenal tidak pernah melakukan apa-ap
yang diharamkan.

» Al-Zaila'i mendefinisikan adil adalah konsisten dgen
jalan Islam dan memiliki keseimbangan akal dan
kesempurnaan sikap konsisten.

» Ibnu al-Hajib dari kalangan ‘ulama Malikiyah,
mendefinisikan adil adalah loyalitas keagamaan aeng
cara menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil,
melaksanakan amanah dan berperilaku baik.

» Menurut ‘ulama Zahiriyah, adil adalah orang dikenal
tidak suka melakukan dosa besar dan melakukan dosa
kecil secara terang-terangan.

» Jalaludin As-Suyuti berpendapat bahwa adil adalah
memiliki atau kemampuan yang tertanam dalam diri,
yang mencegah pemiliknya dari melakukan dosa-dosa
besar atau kecil yang bisa menunjukkan kehinaam ata
mengerjakan hal yang mubah yang dapat menodai
kehormatart?

Lebih lanjut Imam Suyuti menyatakan tentang pentdapa
orang yang menyatakan adil adalah menjauhi daa-dosa
besar dan mencegah dari tidak terus menerus melalddsa

kecil. Beliau berkata bahwa tindakan menjauhi dartgapa

32 Syeh Jalaludin As-Suyuthl-Asybah wa Al-Nazha'jrPenerbit: Dar Al Hayai Kutub
Al Arabiyah (Isa Al-Babi Al-Halabi), t.th., h. 38485.
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adanya kemampuan dan kekuatan jiwa yang dapat
membentengi dirinya dari hawa nafsunya itu tidakugu
membuat orang disebut adil. Sebab ungkapan kablaga(
besar) dengan lafal jamak mengandung arti melakdkaa
besar sekali saja tidak apa-apa, padahal tidak kismi
sedang terus menerus melakukan dosa kecil juga akan
menjadikan dosa bes#.

Ini merupakan sebagian pendapat tentang definilstiad
perbedaan pendapat diantara mereka sangat tigisglgpat
disimpulkan bahwa orang yang adil mempunyai chii-Ci
menjauhi dosa besar dan mencegah diri dari dosadms|,
karena dosa kecil yang dilakukan terus menerus aianjadi
dosa besar dan ucapan orang yang sering melakukan

kesalahan dan kerusakan tidaklah dipercaya.

4) Mampu atau kecakapan hukum

Kecakapan didefinisikan sebagai kekuatan sesea@iag
kemampuan dalam mengelola sesuatu yang diserahkan
kepadanya. Parfugoha sepakat untuk menentukan syarat
kecakapan bagi pengelola wakaf karena pelimpahdn ha
sangat terkait dengan syarat pengelolaan, dan jika
pengelolaan wakaf diserahkan kepada orang yand tida

mampu maka tujuan dari wakaf tidak akan tercapai.

3 |bid.
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5) Islam
Parafugahaberpendapat bahwa persyarateazir harus
orang Islam. Jika wakaf diperuntukan bagi mauqudita
yang beragama Islam atau wakaf diperuntukan bddbise
umum, seperti masjid atau lembaga pendidikan. Untuk
menjadi seoran@adzir, juga harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :

a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan
hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakafdan
baik.

b. Memiliki kreativitas dalam mengelola wak¥f.

B. NadzirBadan Hukum
Jumlah nadzir yang berbentuk badan hukum ditentukan
sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di
Kecamatan tersebut. Jika berbentuk badan hukuma ma#zir
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak beymhg

diwakafkan®®

3 AhmadRofig, Op. Cit., h. 499.

% Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati (edd)kum Perdata Islam Kompetensi
Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wadiihah, Wakaf dan Shodagah
Bandung: Mandala Maju, 1997, h. 71.
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3. Badan hukum vyang bertujuan dan amal usahanya untuk
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lajrsgsuai
dengan ajaran agama Islam.

C. Hak dan KewajibaiNadzir
Ada beberapa hal yang dibebankan kepaatdzir, dimana

dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wkafp terjaga

dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingg

kemaslahatan mauquf ‘alaih bisa terpenuhi. DalatabkiFathul

Wahab dijelaskan apabila seseorang menjatizir maka dia

ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya

menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikan
kepada yang berhak mendapatkanitya.Nadzir dalam
melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan penbenda
wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wilafesuai
dengan tujuannya, maka pamadzir juga mempunyai kewajiban
dan hak. Dalam mengurus dan mengawaagzir berkewajiban
untuk :

1. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Aktar
Wakafnya.

Lembaran ini sangat penting, karena ia adalah na&arpbukti

autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbaga

3% Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshofiathul Wahab, Juz,1Semarang: Toha
Putra, t.th. h. 209.
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kepentingan, seperti dalam mempertahankan hartafwida
suatu saat diperkarakan di Pengadilan.
. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wak#d s
berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. lawvbeang
melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suataikesb
dan menciptakan suatu keuntungan terhadap hartaf wak
. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikiaadv Di
samping kewajiban di atasadzir juga mempunyai kewajiban
sebagai berikut :
1) Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan
hasilnya, meliputi :
a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
b. Memelihara tanah wakaf.
c. Memanfaatkan tanah wakaf.
d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang
meliputi:
a) Buku catatan tentang keadaan tanah wakatf.
b) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
c) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
2) Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama

Kecamatan tentang:
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a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pe¢jaba
Agraria.

b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafikam
perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan
tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wagif dan Wntu
kepentingan umum.

c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta
kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, padar ak
bulan Desember tahun yang sedang berjalan.

3) Melaporkan anggotaadziryang berhenti dari jabatannya.

4) Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk
disahkan keanggotaannya.

Adapun kewajiban dan hak-hatadzir dalam pasal 220
Kompilasi Hukum Islam, adalah :
A. Kewajibannadziradalah, sebagai berikut :

a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung
jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan seetalan
perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-
ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas

semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaiman

3" Mohammad Daud AliOp. Cit h. 114. Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Agama
Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan PelaksanaatuRe Pemerintah Nomor 28 Tahun
1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
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yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor
Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majel
Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
B. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dayam(2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Adaidak-

hak nadziradalahnadzir berhak mendapatkan penghasilan dan

fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan bsadean

kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan darioKa

Urusan Agama Kecamatan setenﬁﬁ’aﬂvlenurut pasal 11

Peraturan Menteri Agama, bahwa maldziradalah:

a) Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah
wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandegag
Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sépulu
persen dari hasil bersih tanah wakaf.

b) Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan
fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakafu ata
hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan olepdfa
Kandepag cq Kepala SeK§i.

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar

produktif, nadzir berhak mendapat upah yang wajar dan layak

3 Departemen Agama R.Kompilasi Hukum IslanOp. Cit, h. 103.

¥ 1bid, h. 104

0 Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 1uhah978 tentanderaturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahur 18iitang Perwakafan Tanah Milik
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dalam memenuhi kebutuhan hidupf$flenurut parafugoha
bahwa nadzir berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai
mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara
membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produkisin
menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padaegaasdengan
syarat wagqif dan pekerjaan lainnya yang bisa dikakwleh rekan-
rekannya sesamaadzir. Sebab upah itu sebagai balasan dari
pekerjaarf?

Diperbolehkan bagi orang yang mengurusi urusan fvaka
untuk memakan sebagian dari hasil wakaf itu. Sebsge hadist
Ibnu Umar:

'Ol e ST O Ly e e e Y

Artinya: “Dan tidak ada halangan bagi orang yanggueusi untuk
memakan sebagian darinya dengan cara yang m&’ruf.

Yang dimaksud dengan cara yang ma’ruf adalah kgatay
biasanya berlaku dan dianggap sebagai suatu kewafaNadzir
wakaf, baik perorangan maupun badan hukum, hardaftar pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk meandap
pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yenigdak

sebagai Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf.

“1 Abdullah Gofar,Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspekéfa
Hukum NasionalJakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun X002, h. 77.

“2 Said Agil Husin al-MunawaiQp. Cit h. 159.

“3 Sayyid SabigQp. Cit h. 431.

* Ibid
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Jumlahnadzir untuk suatu daerah tertentu ditetapkan oleh
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu jumlaladzir
perorangan untuk satu kecamatan adalah sama dpmgi@h desa
yang terdapat dalam kecamatan bersangkutan. Ddalain desa
hanya ada satuadzirkelompok perorangan.

Kelompok perorangan tersebut terdiri dari sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknygsépuluh)
orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan danaiCa

setempaf®

Peran dan Fungs Nadzr

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan
mengelola wakaf mempunyai kedudukan yang pentindanda
perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukaradzir dalam
perwakafan sehingga berfungsi tidaknya wakaf itgi mauquf ‘alaih
bergantung padaadzirwakaf®

Oleh karena itu agar tujuan perwakafan tercapaameengelola
atau nadzir sebagai suatu kesatuan organisasi dapat mengams d
merawat harta wakaf dengan baik, maka penting adggmbagian
tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk menurkbatbangkan

harta wakaf agar menjadi produktif dan berdayagumaka diperlukan

“5 Departemen Agama R Kompilasi Hukum Islam Di Indonesi@p. Cit, h. 102-103.
%6 Said Agil Husin al-Munawat,oc. Cit h. 159.
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para pengelola yang amanah, jujur, adil, memiltkisekerja tinggi dan
tentunya profesional, sesuai dengan bidang dan rk@oan masing-
masing.

Dalam pemberdayaan tanah wakefdzir perseorangan, organisasi
maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip maeajefengan
menjunjung tinggi kaidahl maslahah(kepentingan umum) sesuai ajaran
Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secesfegional. Secara
sederhananadzir merupakan seorang manajer yang perlu melakukan
usaha serius dan langkah terarah dalam mengambijaksanaan
berdasarkan program kerja yang telah disepakdiingga kesan asal-
asalan yang selama ini menghinggap paaazir ini dapat ditepis. Jika
menengok pengalaman negara Mesir dalam pengeloleaicaf di
antaranya adalah aspek manajemen dan pengalamadaisanm
mengembangkan usaha-usaha besar dan mapan, sehdey
diidentifikasikan dan diteliti mengenai bidang yarsgsuai dengan
pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaaffya.

Terbentuknya forummadzir di tiap Kankemenag kabupaten/kota
merupakan faktor yang sangat sistemik sebagai atgyudlan motivator
lembaga-lembaga wakaf di tiap masing-masing. Saatu upaya
pemberdayaan wakaf produktiffadzir dapat melakukan terobosan
dengan menjalin kerja sama atau kemitraan dendaak gietiga atau

investor, baik dalam negeri maupun luar negeriaRekmitraan tersebut

47 Muh. Abid Abdullah Al-KabisiLoc. Cit h. 483.
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tentu harus tetap memperhatikan seluruh ketentwary yada terkait
dengan peraturan perundang-undangan wakaf. Hebtgrslimaksudkan
agar kekayaan wakaf dapat terjaga dengan baik alaext dikembangkan

sesuai dengan tujuan dan peruntukan wikaf.

“8 Departemen Agama RPanduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Straigigi
Indonesia Jakarta: Dirjen Bimas dan Bimas, 2006, h. 22.



